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PEMASUNGAN ORANG YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

A. Pemasungan Orang yang Mengalami Gangguan Jiwa Dalam
Perspektif Hukum Positif

Pasung merupakan suatu tindakan memasang sebuah balok kayu
pada tangan dan/atau kaki seseorang, diikat atau dirantai, diasingkan pada
suatu tempat tersendiri di dalam rumah ataupun di hutan. Keluarga dengan
klien gangguan jiwa yang dipasung seringkali merasakan beban yang
berkaitan dengan perawatan Kklien. Alasan keluarga melakukan
pemasungan adalah mencegah perilaku kekerasan, mencegah risiko bunuh
diri, mencegah klien meninggalkan rumah dan ketidak mampuan keluarga
merawat klien gangguan jiwa.*

Orang yang megalami gangguan jiwa dalam Undang-Undang
Kesehatan jiwa No. 18 Tahun 2014 dijelaskan “Orang Dengan Masalah
Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang
mempunyai  masalah  fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan
perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko
mengalami gangguan jiwa.”?

Kemudian pada ayat berikutnya dalam Undang-Undang Kesehatan

jiwa No. 18 Tahun 2014 dijelaskan “Orang Dengan Gangguan Jiwa yang

'Bekti Suharto,Budaya Pasung dan Dampak Yuridis Sosiologis (Studi Tentang Upaya
Pelepasan Pasung dan Pencegahan Tindakan Pemasungan di Kabupaten Wonogiri). IJMS -
Indonsian Journal on Medical Science — Volume 1 No 2 — Juli 2014, http://ejournal.ijmsbm.
org/index.php/ijms/article/view/21/21. Diakses pada tanggal 20 februari 2018 pukul 19.30.

2Undang-Undang Kesehatan jiwa No. 18 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2.
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selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan

dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk

sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta
dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi
orang sebagai manusia”.?

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang
mengalami gangguan jiwa adalah orang yang mempunyai masalah
ganguan pada pikiran, mental, perilaku, sosial, pertumbuhan dan
perkembangan yang mengakibatkan perubahan perilaku hidup dalam
menjalankan fungsi sebagai manusia pada umumnya.

Mengenai perlakuan terhadap orang yang memiliki gangguan
jiwa/orang gila dengan cara dikurung atau dipasung dapat dianggap
sebagai perbuatan pelanggaran hak asasi manusia. Pada dasarnya, setiap
manusia berhak untuk hidup bebas dari penyiksaan sebagaimana yang
termaktub dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”). ”Setiap
orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka
politik dari negara lain.” *

2. Pasal 281 ayat (1) UUD 1945. “Hak untuk hidup, hak untuk tidak
disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak

untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan

® Ibid., pasal 1 ayat 3
* Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28G ayat 2
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hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku
surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apa pun.”5
. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (“UU HAM”)®
(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan
meningkatkan taraf kehidupannya
(2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia,
sejahtera lahir dan batin
(3) Setiap orang berhak ataslingkungan hidup yang baik dan sehat
Dari bunyi pasal-pasal di atas jelas kiranya diketahui bahwa hak untuk
hidup bebas merupakan hak asasi manusia.

Selain itu, bagi penderita cacat mental, diatur hak-haknya
dalam Pasal 42 UU HAM yang berbunyi: “Setiap warga negara yang
berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh
perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya
negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat
kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan
berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.”’

Orang gila dapat dikatakan cacat mental. Ini karena

berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, cacat berarti kekurangan

® Ibid., pasal 281 ayat 1
¢ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 9
" Ibid.,pasal 42.
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yg menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna
(yg terdapat pd badan, benda, batin, atau akhlak), sedangkan mental
adalah bersangkutan dengan batin dan watak manusia, yang bukan
bersifat badan atau tenaga. Kemudian jika kita melihat arti dari “gila”,
yaitu sakit ingatan (kurang beres ingatannya); sakit jiwa (sarafnya
terganggu atau pikirannya tidak normal). Ini berarti “gila” dapat berarti
cacat mental karena adanya kekurangan pada batin atau jiwanya (yang
berhubungan dengan pikiran).?
B. Hak-Hak Bagi Orang yang Mengalami Gangguan Jiwa
Mengenai hak-hak penderita gangguan jiwa juga dirumuskan dalam
Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”) yang berbunyi:
1. Pasal 148 ayat (1) UU Kesehatan:
“Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga
negara.”9
2. Pasal 149 UU Kesehatan:
“Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam
keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu
ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan

dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.”°

8 S.R. Sianturi, S.H. 1983. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya. Alumni AHM-
PTHM: Jakarta. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/It52c808d73d54f/hak-asasi-. Diakses
pada 21 November 2017 pukul 19.00.

° Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 148 ayat 1

1% 1hid., pasal 149.
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Pengurungan atau pemasungan orang gila, sekalipun dilakukan
oleh keluarganya dengan tujuan keamanan untuk dirinya sendiri dan
orang-orang sekitar, menurut hemat kami merupakan perbuatan yang
dikategorikan sebagai perampasan hak untuk hidup secara layak, yang
berarti melanggar hak asasi manusia. Di samping itu, mengacu pada pasal
di atas, hal yang dapat dilakukan oleh keluarganya demi tercapainya
kehidupan layak bagi orang gila tersebut adalah dengan melakukan upaya
kesehatan jiwa, yakni mengupayakan pengobatan dan perawatan di
fasilitas pelayanan kesehatan.

. Hukuman Bagi Pemasung Orang yang Mengalami Gangguan Jiwa

Selain melanggar hak asasi manusia, keluarga yang melakukan
pengurungan atau pemasungan dapat terjerat Pasal 333 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP):*

(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas
kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan
yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan
tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama

dua belas tahun.

1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 7.
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(4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang
yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk
perampasan kemerdekaan.

Kemerdekaan adalah meniadakan atau membatasi kebebasan
seseorang bergerak meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat
lainnya yang dia inginkan. Perampasan kemerdekaan itu dapat terjadi
dengan mengurung seseorang di suatu ruangan tertutup, dengan mengikat
kaki atau anggota tubuh lainnya dari seseorang sehingga tidak dapat
memindahkan diri, menempatkan seseorang di suatu tempat di mana ia
tidak mungkin pergi dari tempat itu, dan mungkin juga dengan cara
psychis (hipotis) sehingga ia kehilangan kemampuan untuk pergi dari
suatu tempat dan lain-lain.*?

Walaupun tidak boleh dikurung atau dipasung, akan tetapi bukan
berarti keluarga dapat membiarkan orang gila tersebut berkeliaran secara
bebas. Karena jika keluarga membiarkan orang gila tersebut berkeliaran
secara bebas, keluarga dapat juga dijerat dengan Pasal 491 butir 1 KUHP,
“Diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh
rupiah barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi
dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa
dijaga.”13

Walaupun pada Pasal 10 Reglemen tentang orang gila Stb 97/54,

4 Februari 1897 di Indonesia diatur ada kewenangan keluarga dekat dari

12 5 R. Sianturi, S.H. 1983. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya. Alumni AHM-
PTHM: Jakarta. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/l1t52c808d73d54f/hak-asasi-.
13 B
Ibid.
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seorang gila untuk memohon kepada ketua pengadilan negeri agar orang
gila itu dirawat di lembaga perawatan orang gila demi ketentraman dan
ketertiban umum atau demi penyembuhan orang gila itu sendiri, namun
dalam prakteknya sulit dapat diharapkan kemampuan pemerintah untuk
merawat semua orang gila.*

Karenanya, tetaplah merupakan kewajiban moril dan moral dari
keluarga yang bersangkutan untuk merawat keluarganya yang sakit sesuai
dengan kemampuannya. Akan tetapi, mengingat keterbatasan kemampuan
warga pada umumnya, maka dapat disaksikan adanya orang gila
berkeliaran tanpa penjagaan. Tetapi hal ini masih lebih manusiawi
dibandingkan dengan jika mereka dipasung. Karenanya, dalam praktik
sehari-hari pasal ini tidak lebih dari suatu ketentuan yang mati.

. Dampak Pemasungan Orang yang Mengalami Gangguan Jiwa

Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi tersebut adalah masih
adanya praktek pasung yang dilakukan keluarga jika ada salah satu
anggota keluarga yang mengidap gangguan jiwa. Pasung merupakan suatu
tindakan memasang sebuah balok kayu pada tangan atau kaki seseorang,
diikat atau dirantai lalu diasingkan pada suatu tempat tersendiri di dalam
rumah ataupun di hutan Secara tidak sadar keluarga telah memasung fisik
dan hak asasi penderita hingga menambah beban mental dan

penderitaannya.

4 1bid.
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Tindakan tersebut mengakibatkan orang yang terpasung tidak
dapat menggerakkan anggota badannya dengan bebas sehingga terjadi
atrofi.Tindakan ini sering dilakukan pada seseorang dengan gangguan jiwa
bilaorang tersebut dianggap berbahaya bagi lingkungannya atau dirinya
sendiri.”®

Di beberapa daerah di Indonesia, pasung masih digunakan
sebagai alat untuk menangani klien gangguan jiwa di rumah. Saat ini,
masih banyak klien gangguan jiwa yang didiskriminasikan haknya baik
oleh keluarga maupun masyarakat sekitar melalui pemasungan. Sosialisasi
kepada masyarakat terkait dengan larangan "tradisi” memasung klien
gangguan jiwa berat yang kerap dilakukan penduduk yang berdomisili di
pedesaan dan pedalaman terus berupaya dilakukan antara lain dengan
memberdayakan petugas kesehatan di tengah-tengah masyarakat.*®

Pemasungan terdapat di seluruh Indonesia, hanya prevalensinya
berbeda-beda di berbagai daerah. Masyarakat memakai caranya sendiri
untuk menangani klien gangguan jiwa yang dianggap berbahaya bagi
masyarakat atau bagi klien itu sendiri. Cara pasung dianggap oleh
masyarakat sebagai suatu cara yang efektif akan tetapi sangat disayangkan
bahwa selanjutnya tidak ada atau hanya sedikit sekali diusahakan
pengobatan dari segi medis dan Kklien dipasung terus bertahun-tahun
lamanya. Usaha untuk melepaskan klien pasung sampai saat ini masih

terbentur pada banyak masalah, antara lain keuangan dan tempat di rumah

15 1bid.
18 1bid.
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sakit serta sikap masyarakat sendiri.’ Stigma dan ketidaktahuan yang
menjadi penyebab klien gangguan jiwa banyak berada di tengah
masyarakat. Selain itu beban berat juga dipikul oleh keluarga Klien.
Anggota keluarga menjadi malu dan ikut dijauhi masyarakat, bahkan
terkadang keluarga juga dipojokkan sebagai penyebab gangguan yang
dialami klien.

Menurut Minas dan Diatri, alasan keluarga dan masyarakat
melakukan pemasungan terhadap klien gangguan jiwa sangat bervariasi
meliputi pencegahan prilaku kekerasan, mencegah klien ,keluyuran“
sehingga membahayakan oranglain, mencegah risiko bunuh diri, dan
ketidak mampuan keluarga merawat klien dengan gangguan jiwa. Dari
pernyataan di atas dapat diketahui bahwa praktek pasung yang dilakukan
keluarga dan masyarakat sangat terkait dengan tingkat pengetahuan dan

pandangan masyarakat sekitar.*®

7 1bid.
18 1bid.



